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KABUPATEN PESISIR SELATAN
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TENTANG

PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DILINGKUNGAN
PEMERINTAH NAGARI TAMBANG KECAMATAN 1V JURAI

KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALINAGARITAMBANG,

: a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - undang
nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi
publik, menyatakan pengklafikasikan informasi
ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di setiap badan publik berdasarkan
pengujian konsekuensi secara saksama dan penunh
ketelitian sebelum menyatakan Informasi public
tertentu dikecualikan untuk di akses oleh setiap orang.

. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri dalam negeri

nomor 3 tahun 2017 Pejabat pengelola informasi dan
dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan.

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di

maksud pada huruf a dan b, diatas perlu di tetapkan
dengan keputusan Wali Nagari Tambang tentang
Penetapan Informasi public yang dikecualikan
dilingkungan pemerintah Nagari Tambang Kecamatan
IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843):

. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);

4, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undan-undang Nomeor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5149]);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun
2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan  Dokumentasi di  Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik;

9, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun
2018 tentang Penyelenggaran Pelayanan Informasi
Publik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ;

11. Peanturan Wali Nagari Tambang Nomor 5 Tahun
2022 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan
Informasi Publik di Lingkungan Pemerintahan Nagari
Tambang Kecamatan IV Jurai Kabuptaen Pesisir

Selatan.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN

Menetapkan Informasi Publik yang dikecualikan di
Lingkup Pemerintah Nagari Tambang sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari keputusan ini;

Segala Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkan
keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Nagari Tambang

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Tambang
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